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ABSTRAK

Kajian ini membahas dinamika hukum unjuk rasa, pertanggungjawaban pidana
terhadap tindakan anarkis, serta kewenangan kepolisian untuk menjaga ketertiban
umum berdasarkan sistem hukum pidana positif Indonesia. Kebebasan berpendapat
yang dijamin oleh undang-undang memiliki batasan hukum, di mana tindakan
anarkis dalam unjuk rasa dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal
dalam KUHP dan peraturan terkait. Sistem pertanggungjawaban pidana bertumpu
pada asas kesalahan dan asas legalitas, dengan mempertimbangkan unsur melawan
hukum dan kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab. Pemerintah dan kepolisian
memiliki peran sentral untuk memberikan izin, mengawasi, serta menindak
pelanggaran hukum secara proporsional, sekaligus melindungi hak asasi manusia
termasuk hak atas keamanan pribadi dan tempat usaha. Kesimpulan dari uraian ini
menekankan perlunya keseimbangan antara hak menyuarakan pendapat dan
penegakan hukum untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, tertib, dan
aman.

Kata Kunci: Unjuk Rasa, Pertanggungjawaban Pidana, Anarkisme, Kewenangan
Kepolisian, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT
This study discusses the legal dynamics of public demonstrations, criminal liability
for anarchic acts, and the authority of the police to maintain public order based on
the positive criminal law system in Indonesia. Freedom of expression, which is
guaranteed by law, has legal limitations, where anarchic actions during
demonstrations may be subject to criminal sanctions under provisions of the
Indonesian Criminal Code (KUHP) and related regulations. The system of criminal
liability is based on the principles of culpability and legality, taking into account
unlawful elements and the perpetrator’s capacity to be held responsible. The
government and the police play a central role in granting permits, supervising
activities, and taking proportional legal action against violations, while also
protecting human rights, including the right to personal security and business
premises. The conclusion of this discussion emphasizes the need for a balance
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between the right to express opinions and law enforcement in order to create a
democratic, orderly, and secure society.

Keywords: Demonstrations, Criminal Liability, Anarchism, Police Authority,
Human Rights.

A. PENDAHULUAN

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi publik
dalam sistem demokrasi yang secara umum diakui dan dilindungi dalam berbagai
negara hukum, termasuk Indonesia. Kegiatan ini pada dasarnya berfungsi sebagai
sarana bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan
pemerintah, serta memperjuangkan hak-hak sipil dan kepentingan kelompok
(Prianto, 2025). Dalam kerangka negara hukum, kebebasan berpendapat di muka
umum merupakan hak konstitusional yang dijamin, namun demikian kebebasan
tersebut tidak bersifat mutlak melainkan memiliki batasan-batasan yang bertujuan
untuk melindungi ketertiban umum, keamanan, serta hak-hak orang lain.
Keseimbangan antara pelaksanaan hak berpendapat dan penegakan ketertiban
menjadi issentra dalam diskursus hukum dan sosial kemasyarakatan (Tazmi, 2025).
Penerapan kebijakan publik yang ideal memerlukan keseimbangan antara stabilitas
ekonomi dan tatanan sosial masyarakat (Mardikaningsih & Hariani, 2021). Hal ini
berkaitan erat dengan efektivitas sistem hukum dalam menjamin hak-hak yang setara
bagi setiap kelompok masyarakat dalam struktur negara (Rizky et al., 2021).

Dalam praktiknya, pelaksanaan unjuk rasa di Indonesia kerap diwarnai oleh
tindakan-tindakan anarkis seperti kekerasan terhadap orang atau barang, perusakan
fasilitas umum dan properti pribadi, serta konflik horizontal antara peserta unjuk
rasa dengan aparat keamanan. Tindakan anarkis tersebut tidak hanya mengganggu
ketertiban umum tetapi juga menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa, baik
bagi pengunjuk rasa sendiri, aparat kepolisian, maupun warga negara lain yang
sama sekali tidak terlibat dalam aksi demonstrasi (Khalid et al., 2024). Fenomena
ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pelaksanaan unjuk rasa yang
ideal dengan realitas di lapangan. Upaya mengakomodasi perubahan sosial menjadi
kunci utama dalam merumuskan kebijakan publik yang relevan (Halizah &
Mardikaningsih, 2022). Kondisi tersebut menjadi masalah hukum dan sosial yang
mendesak untuk dikaji karena menyangkut keseimbangan antara pelaksanaan hak
asasi manusia dan penegakan hukum pidana. Edukasi berkelanjutan berperan besar
dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk bertindak tertib (Gautama &
Mardikaningsih, 2022). Dukungan media juga menjadi faktor penting dalam
meningkatkan kesadaran serta perlindungan terhadap hak asasi manusia di tengah
dinamika sosial tersebut (Hardyansah et al., 2022).

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif pada
umumnya didasarkan pada dua prinsip fundamental, yaitu asas kesalahan dan asas
legalitas (Sych, 2025). Pertanggungjawaban pidana muncul sebagai konsekuensi
hukum dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap
perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana. Dalam
situasi unjuk rasa yang disertai tindakan anarkis, pertanggungjawaban pidana
menjadi instrumen penting untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak anarkis
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dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan kapasitasnya untuk bertanggung jawab dan
adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Penegakan
hukum pidana yang tegas menjadi instrumen krusial dalam menanggulangi setiap
bentuk pelanggaran hukum di masyarakat (Mahmud et al., 2023). Pemahaman yang
komprehensif mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
anarkisme dalam unjuk rasa menjadi sangat krusial. Apalagi dalam sistem pelayanan
publik, diperlukan ketahanan mental dan tata kelola yang baik saat menghadapi
tekanan massa yang tinggi (Khayru & Darmawan, 2023). Transformasi kompetensi
pegawai dan optimalisasi teknologi informasi menjadi landasan utama dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik (Darmawan et al., 2023).

Berbagai ketentuan dalam sistem hukum pidana mengatur secara eksplisit
tentang tindak pidana yang sering terjadi dalam unjuk rasa anarkis, seperti tindak
pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-
terangan, tindak pidana perusakan barang, serta tindak pidana melawan pejabat
berwenang yang sedang menjalankan tugas. Keberadaan ketentuan-ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana secara normatif telah menyediakan
landasan yang memadai untuk menindak pelaku anarkisme dalam unjuk rasa
(Zaman & Fathinudin, 2023). Pengelolaan keberagaman dan inklusivitas sangat
dibutuhkan untuk menjaga keteraturan dalam struktur sosial (Irfan & Hariani,
2023). Namun demikian, efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam praktik
masih menjadi pertanyaan akademik yang perlu dikaji lebih mendalam, mengingat
masih seringnya terjadi tindakan anarkis dalam berbagai aksi demonstrasi di
Indonesia. Upaya penegakan hukum ini memerlukan manajemen perubahan yang
tepat serta kepatuhan hukum yang konsisten dalam setiap organisasi (Darmawan et
al., 2024).

Selain aspek pertanggungjawaban pidana, perlindungan terhadap hak asasi
manusia juga menjadi pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam penanganan
unjuk rasa. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah pada setiap
individu, mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, serta hak-hak sosial
dan ekonomi. Salah satu aspek hak asasi manusia yang sering terabaikan terkait
unjuk rasa anarkis adalah hak untuk memiliki dan mengelola tempat usaha yang
aman dan terlindungi. Aktivitas konsumsi dan kepemilikan aset merupakan bagian
dari pembentukan identitas sosial individu di masyarakat (Aisyah &
Mardikaningsih, 2023). Kerusakan terhadap tempat usaha akibat tindakan anarkis
tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga melanggar hak-hak mendasar
para pemilik usaha yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara.
Kondisi ekonomi dan kerentanan para pekerja sering kali menjadi bagian yang
terdampak langsung oleh ketidakstabilan situasi di lapangan (Mahmudah, 2022).
Perlindungan terhadap hak atas tempat usaha merupakan aspek krusial untuk
memastikan pengakuan penuh terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu.

Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian memiliki kewenangan yang diatur
secara hukum untuk mengelola kegiatan unjuk rasa, termasuk memberikan izin,
mengawasi jalannya kegiatan, serta menjaga ketertiban dan keamanan.
Kewenangan ini mencakup pula kemampuan untuk membedakan antara peserta
unjuk rasa yang patuh terhadap hukum dengan pelaku tindakan anarkis. Proses
urbanisasi yang cepat sering kali membawa tantangan tersendiri bagi terciptanya
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kohesi sosial di perkotaan (Mardikaningsih, 2021). Dalam situasi unjuk rasa yang
berubah menjadi kekacauan, aparat kepolisian dihadapkan pada tantangan untuk
bertindak tegas terhadap pelanggar hukum namun tetap berada dalam koridor
hukum dan prinsip proporsionalitas. Penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan
untuk menghadapi kekacauan atau tindakan anarkis harus dilakukan dengan alasan
yang jelas dan pertimbangan yang matang, karena tindakan aparat juga memiliki
konsekuensi hukum dan sosial (Mogadi & Michael, 2024). Kepemimpinan yang
berorientasi pada pelayanan publik menjadi sangat penting dalam menjalankan tata
kelola keamanan tersebut (Rojak, 2021).

Perubahan situasi dari unjuk rasa yang tertib menjadi kekacauan sering terjadi
dalam praktik di lapangan, sehingga diperlukan strategi penanganan yang adaptif
namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini
menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan konsistensi penerapan
kewenangan kepolisian untuk menjaga keseimbangan antara tugas pengamanan dan
penghormatan terhadap hak berpendapat publik. Tantangan ini menjadi semakin
kompleks di tengah dinamika sosial dan isu-isu nasionalisme yang berkembang di
tengah masyarakat (Fariz, 2021). Dinamika di lapangan menunjukkan bahwa tidak
jarang terjadi ketegangan antara peserta unjuk rasa dan aparat keamanan yang
berpotensi eskalasi menjadi tindakan anarkis (Supriyanto et al., 2025). Kondisi ini
memerlukan kajian mengenai faktor-faktor pemicu anarkisme dalam unjuk rasa
serta strategi penanganan yang tepat dari sisi hukum dan operasional. Selain itu,
persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kualitas hidup juga turut memengaruhi
respons publik terhadap aksi massa (Rojak, 2022).

Dinamika antara unjuk rasa, tindakan anarkis, pertanggungjawaban pidana,
perlindungan hak asasi manusia, dan kewenangan aparat keamanan merupakan
suatu kesatuan masalah yang kompleks dan memerlukan kajian yang sistematis.
Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur aspek-aspek
tersebut secara normatif, kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan
masih sering terjadi. Inovasi dalam tata kelola manajerial diharapkan dapat
mendukung terciptanya sistem yang lebih baik dan transparan (Putra et al., 2023).
Penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana
sistem pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku anarkisme
dalam unjuk rasa, bagaimana perlindungan hak asasi manusia (khususnya hak atas
tempat usaha) dapat dijamin, serta bagaimana kewenangan aparat keamanan dapat
dijalankan secara proporsional dalam kerangka hukum positif.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis sistem
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan anarkis dalam unjuk rasa
berdasarkan hukum pidana positif. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk
mengkaji prinsip asas kesalahan dan asas legalitas serta penerapannya dalam kasus
anarkisme saat unjuk rasa, mengidentifikasi ketentuan hukum pidana yang dapat
dikenakan terhadap tindak anarkis seperti kekerasan, perusakan properti, dan
perlawanan terhadap aparat, serta menganalisis perlindungan hak asasi manusia
khususnya hak atas keamanan pribadi dan hak memiliki tempat usaha yang aman.
Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah kewenangan kepolisian untuk
memberikan izin, mengawasi, dan menindak unjuk rasa anarkis secara proporsional
dan berkeadilan, serta memberikan pemahaman sistematis mengenai dinamika
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antara kebebasan berpendapat, penegakan hukum pidana, dan perlindungan hak
asasi manusia sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, peserta unjuk rasa, dan
pembuat kebijakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang
berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum,
serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana
dalam unjuk rasa anarkis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan unjuk rasa, pertanggungjawaban pidana, hak asasi manusia, serta
kewenangan kepolisian, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala
Kepolisian Nomor 9 Tahun 2008. Pendekatan konseptual dilakukan dengan
mengkaji asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas dan asas kesalahan, serta
konsep-konsep hukum seperti pertanggungjawaban pidana, anarkisme, dan
perlindungan hak asasi manusia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer
meliputi peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, serta Pasal 28G
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahan hukum sekunder berupa literatur
hukum, artikel jurnal ilmiah, buku-buku teks hukum pidana, serta pendapat para
ahli yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus
hukum dan ensiklopedia untuk membantu penafsiran istilah-istilah teknis. Teknik
pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (/ibrary research)
dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum baik cetak maupun elektronik yang
memiliki otoritas dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti (Majeed et al.,
2023).

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif-analitis (Feler, 2026). Bahan hukum yang telah
terkumpul selanjutnya diinterpretasi, disistematisasi, dan dianalisis untuk
menemukan hubungan logis antara asas-asas hukum, ketentuan perundang-
undangan, dan penerapannya dalam ranah pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku anarkisme saat unjuk rasa. Teknik penalaran yang digunakan adalah
deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik dari premis-premis umum berupa
ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif
sistematis dalam bentuk uraian akademis yang mudah dipahami namun tetap
mempertahankan akurasi ilmiah (Ludiana et al., 2025).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bentuk protes kolektif yang
dilakukan oleh sekelompok orang di depan khalayak umum. Kegiatan ini biasanya
digunakan untuk menyuarakan pandangan kelompok tersebut atau menentang
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kebijakan yang dijalankan oleh suatu entitas, serta dapat berfungsi sebagai bentuk
tekanan politik dari kepentingan kelompok. Pelaksanaan unjuk rasa dapat beragam,
mencakup cara-cara seperti melakukan pawai, mengadakan pertemuan di tempat
tertentu, memberikan pidato, membawa spanduk atau poster, atau melalui tindakan
lain yang bertujuan untuk menarik perhatian publik. Sasaran dari unjuk rasa juga
bervariasi, antara lain memperjuangkan hak-hak sipil, menentang kebijakan
pemerintah, atau memprotes tindakan-tindakan yang dinilai tidak adil atau
merugikan. Fenomena ini sering kali menjadi ujian bagi arsitektur
kewarganegaraan dalam menjaga akuntabilitas pada sistem kebijakan publik
kontemporer (Sulaksono et al., 2024). Partisipasi politik warga negara dalam
demokrasi elektoral merupakan bagian dari dinamika gerakan masyarakat sipil
yang terus berkembang (Rojak et al., 2021). Dalam lingkungan yang beragam,
identitas budaya memiliki peran penting dalam membangun kohesi sosial demi
menghadapi tantangan masyarakat multikultural (Oluwatosin & Rojak, 2023).
Selain itu, adaptasi hukum konstitusional sangat diperlukan untuk merespons
dampak globalisasi serta urbanisasi dalam kehidupan masyarakat modern (Rizky et
al., 2022).

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan tindakan yang umumnya dilakukan
untuk mengekspresikan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang
diumumkan oleh pemerintah atau entitas swasta, yang sering kali berupa
perusahaan. Regulasi ini dijelaskan dalam Pasal 1 Pasal 3 Undang-undang Nomor
9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat di Muka
Umum. Menurut undang-undang ini, unjuk rasa adalah kegiatan di mana satu atau
lebih orang menyampaikan gagasan secara lisan, tertulis, atau melalui metode
demonstratif lainnya di hadapan khalayak umum. Definisi "di muka umum"
menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 adalah di hadapan
sejumlah besar orang atau individu lain, termasuk tempat yang dapat diakses atau
dilihat oleh setiap orang (Prianto, 2025). Kebijakan pemerintah dalam
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi instrumen penting
guna merespons dinamika penyampaian pendapat tersebut (Rojak, 2024a).
Pendidikan kewarganegaraan menjadi faktor krusial untuk meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat dalam menyampaikan aspirasi (Rojak, 2021). Penegakan
hukum yang memiliki kepastian norma dan legitimasi sangat dibutuhkan agar
peraturan ketertiban umum dapat berjalan efektif (Wibisono et al., 2023). Namun,
munculnya tindakan vandalisme memerlukan penanganan hukum baik dari
perspektif preventif maupun represif untuk menjaga keteraturan sosial (Suwito et
al., 2023). Kesejahteraan psikologis dan keterlibatan sosial juga perlu diperhatikan
dalam menghadapi isu diskriminasi rasial agar stabilitas masyarakat multikultural
tetap terjaga (Pakpahan et al., 2022). Integritas profesional dalam advokasi hukum
menjadi prinsip etika utama untuk menegakkan keadilan di dalam sistem hukum
(Saktiawan et al., 2021). Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai
aspek ini, pelaksanaan unjuk rasa diharapkan dapat berlangsung secara demokratis
tanpa mengabaikan hak-hak pihak lain.

Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh
negara, yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri melalui berbagai
bentuk seperti tulisan, buku, diskusi, dan kegiatan pers. Setiap warga negara
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memiliki hak yang sah untuk menyuarakan pikirannya, termasuk dalam isu-isu
kenegaraan, hukum, dan politik (Tazmi, 2025). Praktik ini sering kali menghasilkan
beragam pendapat dari masyarakat. Pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik,
baik yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya, merupakan
bentuk kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Hal ini menjadi elemen kunci
dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam
dialog publik, mengkritik kebijakan, dan menyuarakan perbedaan pendapat.
Namun, kebebasan ini juga harus diiringi dengan kewajiban untuk tidak
menyalahgunakan hak tersebut dengan cara yang dapat merugikan atau
membahayakan orang lain, termasuk dalam hal menghindari pencemaran nama
baik, memprovokasi kekerasan, atau menyebarkan informasi yang tidak benar.
Kebebasan berpendapat menjadi fondasi utama untuk membangun masyarakat
yang inklusif, transparan, dan demokratis. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah
metode politik yang diakui dan dilindungi oleh masyarakat untuk menyuarakan
keinginan mereka kepada pemerintah. Namun, pelaksanaannya harus mematuhi
aturan hukum yang berlaku dan memastikan ketertiban serta keamanan masyarakat
terjaga, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Hak untuk menyuarakan
pendapat sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Mogadi & Michael, 2024). Dalam
hal ini, penyampaian pendapat juga harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
Dengan kata lain, kebebasan berpendapat terbatas oleh hukum.

Dalam praktiknya, ketentuan perundang-undangan tersebut sering tidak
dihormati saat unjuk rasa diadakan di tempat umum. Berdasarkan pemberitaan
media massa atau pengamatan langsung, tindakan anarkis masih sering terjadi
dalam unjuk rasa. Hampir setiap unjuk rasa yang cenderung anarkis mengakibatkan
kerugian materi dan bahkan korban jiwa, baik bagi para pengunjuk rasa sendiri,
aparat keamanan, maupun warga lain yang tidak terlibat dalam unjuk rasa tersebut.
Hal-hal demikian seharusnya tidak perlu terjadi apabila pihak pengunjuk rasa dan
kepolisian memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka masing-masing dalam
setiap tindakan. Pada dasarnya, tindakan warga negara diatur oleh undang-undang
sebagai bentuk kontribusi untuk menjaga keteraturan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Demikian juga dengan kepolisian, segala tindakan yang mereka lakukan
untuk menjalankan tugasnya sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Meskipun demonstrasi sebagai sarana menyuarakan pendapat merupakan praktik
umum dalam negara demokratis, prinsip etika harus tetap dijunjung tinggi. Peserta
demonstrasi seharusnya bertindak dengan niat baik demi kemajuan bangsa dan
negara, karena demonstrasi seharusnya menjadi cara untuk menyuarakan pendapat,
bukan untuk memaksa kehendak. Demonstrasi harus mengikuti norma-norma etika
dan tidak boleh melibatkan kekerasan. Keberhasilan demonstrasi, terutama jika
dilakukan dengan jumlah massa yang besar, seharusnya tidak menimbulkan rasa
takut pada warga lain. Dalam setiap demonstrasi, penggunaan bahasa kasar dan
tindakan provokatif yang sering berujung pada kekerasan sering kali dianggap
sebagai hal yang wajar dengan semangat tinggi (Sthombing et al., 2025). Praktik
ini justru membawa dampak buruk dan mengurangi makna dari pembelajaran
tentang demokrasi, akhlak, dan budi pekerti yang diterapkan di sekolah.
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Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat mutlak, memberi
seseorang atau individu kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu, dan hak ini
dapat dilindungi oleh setiap individu. Semua orang wajib menghormati hak ini.
HAM adalah hak yang melekat secara alami pada individu dan bersifat mutlak. Hak
ini mencakup hak-hak fundamental seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan
keadilan (Hassan & Gowaider, 2024). Namun, HAM tidak terbatas pada aspek
pribadi saja, melainkan juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Salah satu
elemen dari HAM yang sering kali terabaikan adalah hak untuk memiliki tempat
usaha. Tempat usaha adalah lokasi atau area fisik di mana suatu bisnis atau kegiatan
komersial beroperasi atau melakukan kegiatan produksi, penjualan, atau pelayanan
kepada pelanggan. Tempat usaha bisa berupa kantor, toko, pabrik, restoran, atau
jenis bangunan atau area lainnya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas
bisnis. Tempat ini merupakan lokasi di mana pemilik atau pengelola bisnis bertemu
dengan pelanggan, mengelola stok atau produksi, dan menjalankan operasi sehari-
hari dari usaha mereka. Hal ini penting karena berkaitan dengan kebebasan
ekonomi dan kesempatan untuk mencari nafkah. Menjamin hak untuk memiliki dan
mengelola tempat usaha yang aman dan terlindungi adalah esensial untuk
memastikan bahwa individu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi
secara ekonomi dalam masyarakat. Perlindungan hak atas tempat usaha merupakan
aspek krusial untuk memastikan pengakuan penuh terhadap HAM bagi setiap
individu.

Melindungi keselamatan dan keamanan warga negara adalah salah satu tugas
utama pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban yang tidak dapat disangkal
untuk memastikan perlindungan bagi seluruh penduduk. Kewajiban ini mencakup
aspek-aspek mulai dari perlindungan fisik individu hingga menjaga hak-hak sipil
dan kebebasan masyarakat (Yadav, 2025). Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah
harus memastikan bahwa aparat keamanan terlatih dan profesional siap sedia, serta
menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk menghadapi situasi darurat dan
mengatasi ancaman. Selain itu, langkah-langkah pencegahan seperti pengawasan
wilayah dan penegakan hukum yang adil juga merupakan bagian penting dari
tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keamanan rakyat. Dengan memenuhi
kewajiban ini, pemerintah menciptakan lingkungan yang stabil dan aman, yang
memungkinkan warga negara untuk hidup dengan sejahtera dan berkembang secara
produktif dalam masyarakat. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang telah mengalami
amandemen merupakan landasan hukum yang sangat penting untuk melindungi
hak-hak warga dan tempat usaha selama pelaksanaan aksi unjuk rasa. Pasal ini
secara tegas menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
Melalui ketentuan ini, setiap orang memiliki jaminan hak asasi manusia yang tak
terpisahkan, yang mencakup hak untuk menjaga keamanan dan integritas pribadi,
serta hak atas lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman. Dengan demikian,
Pasal 28G ayat 1 adalah landasan hukum yang kuat untuk memastikan pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak mendasar setiap individu selama
berlangsungnya aksi unjuk rasa (Anisa, 2025).
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Pasal 15 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
menyatakan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan
mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya. Jika hal ini
dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang
menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus secara tertulis
diberitahukan kepada Polri, maka dapat disimpulkan bahwa polisi memiliki
kekuasaan untuk memberikan atau tidak memberikan izin terhadap suatu kegiatan,
termasuk unjuk rasa, dan juga berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa
tersebut (Buldani, 2025). Dalam situasi unjuk rasa, polisi memiliki kewenangan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai
tujuannya. Namun, seringkali terjadi perubahan kondisi, di mana unjuk rasa yang
pada awalnya lancar dapat berubah menjadi kekacauan, bahkan terjadi konflik antara
pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Jika unjuk rasa berujung pada tindakan
anarkis yang mengganggu kepentingan umum, penanganan polisi akan lebih
difokuskan pada aspek keamanan. Dalam situasi di lapangan yang tidak kondusif,
terkadang polisi menggunakan strategi yang berbeda dari yang diatur dalam
peraturan. Penggunaan kekuatan oleh polisi untuk mengatasi situasi yang
memerlukan penanganan lebih tegas harus dilakukan dengan pertimbangan matang,
karena Undang-Undang mengamanatkan bahwa polisi hanya boleh menggunakan
kekuatan dengan alasan yang jelas untuk menghadapi kekacauan atau tindakan
anarkis oleh massa (Khalid ef al., 2024).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan
Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, berfungsi sebagai pedoman untuk
melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum. Peraturan ini juga menjadi
acuan untuk memberikan standar pelayanan, pengamanan acara, dan menangani
kasus-kasus terkait penyampaian pendapat di muka umum (Sihombing et al., 2025).
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyampaian pendapat dapat
berlangsung dengan baik dan tertib, sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat.
Dalam kondisi penyampaian pendapat di muka umum, Kepolisian Republik
Indonesia (Polri) memiliki kewajiban penting untuk membedakan tindakan individu
yang terlibat dalam perilaku anarkis dengan peserta lain yang melaksanakan
penyampaian pendapat dengan patuh pada hukum. Peserta yang mematuhi hukum
harus terus mendapatkan perlindungan hukum yang sepenuhnya dijamin. Namun,
terhadap pelaku pelanggar hukum, tindakan penegakan hukum harus diambil secara
tegas dan sesuai dengan proporsi pelanggaran yang terjadi. Khusus untuk mereka
yang terlibat dalam tindakan anarkis, Polri harus bertindak tegas dengan tujuan
menangkap pelaku dan menghentikan perilaku anarkis tersebut demi memastikan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dari
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 (Mogadi
& Michael, 2024). Polisi memiliki beberapa kewenangan penting untuk menangani
unjuk rasa. Polisi memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau menolak
kegiatan unjuk rasa yang diajukan oleh masyarakat, berwenang untuk mengawasi
jalannya unjuk rasa secara keseluruhan, memiliki kewenangan untuk mengatur,
menjaga, dan mengawal peserta yang terlibat dalam unjuk rasa, serta memiliki
tanggung jawab utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama
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berlangsungnya unjuk rasa. Semua kewenangan ini memainkan peran penting untuk
memastikan bahwa unjuk rasa dapat berjalan secara aman, tertib, dan sesuai dengan
hukum yang berlaku. Namun, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum juga
harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Penggunaan kekuatan oleh polisi untuk
mengatasi situasi yang memerlukan penanganan lebih tegas harus dilakukan dengan
pertimbangan matang.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif Indonesia
didasarkan pada dua prinsip fundamental, yaitu asas kesalahan (schuld beginsel)
dan asas legalitas (legaliteits beginsel). Pertanggungjawaban pidana muncul
sebagai konsekuensi hukum dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh
seseorang terhadap perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan perundang-
undangan pidana (Firman et al., 2023). Keberadaan pertanggungjawaban pidana
bergantung pada adanya pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang berlaku.
Pertanggungjawaban pidana yang dalam literatur asing dikenal sebagai
toerekenbaarheid, criminal responsibility, atau criminal liability merupakan
mekanisme penilaian hukum untuk menentukan apakah seorang tersangka atau
terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.
Proses ini juga berfungsi untuk memutuskan apakah seseorang akan dijatuhi sanksi
pidana atau dibebaskan dari tuntutan. Apabila terdakwa dikenai sanksi pidana,
maka harus dipenuhi dua kondisi kumulatif. Kondisi pertama adalah perbuatan
yang dilakukan bersifat melawan hukum (wederrechtelijk). Kondisi kedua adalah
terdakwa memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid).
Kapasitas individu ini mencerminkan prinsip-prinsip perilaku organisasi yang
mendasari bagaimana seseorang bertindak dalam suatu kelompok atau sistem
(Darmawan, 2013). Kapasitas ini mengindikasikan adanya unsur kesalahan
(schuld) pada diri pelaku, yang dapat berwujud kesengajaan (dolus) atau kealpaan
(culpa). Perbuatan tersebut dinilai sebagai tindakan yang tercela secara hukum, dan
terdakwa menyadari kesalahannya untuk melakukan tindakan dimaksud.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk menentukan
dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada
seseorang (Pearce, 2024). Proses ini melibatkan penilaian terhadap kesalahan
pelaku berdasarkan kapasitas pertanggungjawabannya, dengan mempertimbangkan
bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja atau
karena kealpaan. Hal ini berkaitan erat dengan etika publik serta tata kelola sumber
daya manusia dalam administrasi publik yang mengedepankan integritas (Rojak,
2024b). Dalam situasi unjuk rasa yang disertai tindakan anarkis,
pertanggungjawaban pidana pelaku dapat merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa pelaku atau peserta unjuk rasa yang
melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang
berlaku (Zaman & Fathinudin, 2023). Pertanggungjawaban pidana dalam situasi ini
timbul karena terdapat unsur kesalahan, yakni tindak pidana yang dilakukan oleh
individu, dan telah ada peraturan yang mengklasifikasikan tindak pidana tersebut.
Oleh karena kesalahan merupakan elemen esensial dalam tindak pidana, maka asas
kesalahan tidak dapat dipisahkan dari proses ini. Merujuk pada penjelasan dalam
literatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta
komentarnya, tindak pidana kekerasan yang diatur dalam pasal-pasal tertentu harus
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terjadi di tempat umum karena termasuk dalam kategori kejahatan terhadap
ketertiban umum. Tindakan perusakan barang, menurut KUHP, dikategorikan
sebagai tindak kejahatan yang termuat dalam Buku II KUHP, khususnya Bagian
XXVII tentang Tindakan Menghancurkan atau Merusakkan Barang. Apabila suatu
tindak pidana telah terjadi, maka pertanggungjawaban pidana dianggap dapat
dikenakan. Teori kausalitas dalam hukum pidana berfungsi untuk menjelaskan
kepada siapa pertanggungjawaban pidana ditujukan. Teori sebab-akibat ini
memiliki keterkaitan erat dengan asas legalitas. Selain itu, keadilan organisasi dapat
diprediksi melalui manajemen risiko dan tata kelola sumber daya manusia yang
efektif (Darmawan, 2026).

Beberapa pasal dalam KUHP dan peraturan terkait dapat diterapkan dalam
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis. Pasal 170 ayat (1)
KUHP mengatur tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan
kekuatan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan
sanksi pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan. Pasal 406 dan 407 KUHP
menyatakan bahwa tindak pidana perusakan barang terjadi apabila seseorang
dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak
dapat digunakan, atau menghilangkan barang milik orang lain, baik sebagian
maupun seluruhnya, dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Jika tindakan anarkis
ditujukan kepada aparat keamanan yang sedang menjalankan tugas pengamanan
unjuk rasa dan mengakibatkan korban pada aparat keamanan, maka pelaku dapat
dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP
yang mengatur tindak pidana melawan pejabat berwenang yang sedang
melaksanakan tugas yang sah. Upaya ini selaras dengan implementasi tata kelola
perusahaan yang baik guna meningkatkan transparansi serta keberlanjutan dalam
pasar global (Rojak & Al Hakim, 2023). Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka
Umum menegaskan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum akan
dianggap sebagai bentuk pelanggaran jika terjadi kekacauan atau tindakan anarkis,
yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum,
kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan
kejahatan terhadap penguasa umum. Selain itu, Pasal 55 ayat (1) KUHP mengacu
pada konsep penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana, yang berarti seseorang
yang turut serta untuk melakukan tindak pidana yang sama pada unjuk rasa anarkis
dapat dikenai sanksi pidana yang setimpal. Pasal 55 KUHP terdapat dalam Buku |
KUHP sebagai ketentuan umum yang berlaku untuk semua perbuatan pidana
sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP (Sunardi & Tradesa, 2025).

Secara umum, individu yang terlibat dalam tindakan anarkis selama unjuk
rasa akan menghadapi konsekuensi hukum berupa sanksi pidana sesuai dengan
pasal-pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Selain menerima sanksi pidana,
pelaku juga wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Hal ini dapat mengakibatkan dampak pada reputasi pribadi serta potensi hambatan
terhadap prospek kehidupan mendatang. Sanksi pidana juga dapat mempengaruhi
hak-hak sipil dan kewarganegaraan pelaku. Setiap individu perlu

41



COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Vol. 6 No. 03 Mei (2026)
e-ISSN: 2776-1916

mempertimbangkan secara rasional konsekuensi dari tindakannya dan
menyampaikan pendapat melalui cara-cara yang sah dan damai. Langkah-langkah
preventif melalui rekonstruksi birokrasi yang lincah serta empati dalam
transformasi layanan publik menjadi esensial untuk memitigasi konflik (Rojak,
2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan anarkisme saat
unjuk rasa adalah langkah krusial untuk menjaga ketertiban dan keamanan
masyarakat. Sistem pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip
kesalahan dan legalitas. Dengan memahami secara menyeluruh dinamika antara
anarkisme dan unjuk rasa, serta dengan menjamin perlindungan terhadap hak
warga sipil dan keamanan tempat usaha, pemerintah dan masyarakat bersama-
sama dapat membangun fondasi yang kokoh bagi terciptanya lingkungan yang
stabil, inklusif, transparan, dan demokratis yang mendukung kemajuan serta
kesejahteraan bersama. Stabilitas tersebut pada akhirnya ditentukan oleh
distribusi faktor-faktor utama yang mampu meningkatkan efektivitas organisasi
secara menyeluruh (Darmawan, 2024). Oleh karena itu, sinergi antara penegakan
hukum yang tegas dan penguatan tata kelola yang humanis menjadi kunci utama
dalam memelihara keseimbangan antara hak konstitusional warga negara dan
kepentingan ketertiban nasional.

D. KESIMPULAN

Unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun kebebasan berpendapat tersebut
bersifat terbatas oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan anarkis yang terjadi
dalam unjuk rasa, seperti kekerasan terhadap orang atau barang, perusakan, serta
perlawanan terhadap aparat keamanan, dapat dikenakan pertanggungjawaban
pidana berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP (Pasal 170, 406, 407, 212, 214, dan
55) serta Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7/2012 dan Nomor 9/2008. Sistem
pertanggungjawaban pidana terkait unjuk rasa anarkis bertumpu pada asas
kesalahan dan asas legalitas, di mana pelaku harus terbukti memiliki kapasitas
bertanggung jawab serta melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pemerintah
dan kepolisian memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk menjaga
keamanan dan ketertiban umum, termasuk memberikan izin, mengawasi jalannya
unjuk rasa, serta menindak tegas pelaku tindak pidana anarkis dengan tetap
memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Perlindungan terhadap hak
asasi manusia, termasuk hak atas keamanan pribadi dan hak memiliki tempat usaha
yang aman, merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum selama
pelaksanaan unjuk rasa.

Secara teoretis, kajian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara
kebebasan berpendapat dan penegakan hukum pidana terhadap tindakan anarkis
harus didasarkan pada kerangka asas legalitas dan asas kesalahan. Secara praktis,
implikasi dari uraian ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian perlu menjalankan
kewenangannya secara profesional dan proporsional, sementara peserta unjuk rasa
wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar hak menyuarakan pendapat
tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.
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